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Pengantar

Modul ini berfokus pada penguatan keterampilan 
demokratis yang dibutuhkan generasi muda agar mampu 
berpartisipasi secara aktif, kritis, dan konstruktif dalam 
kehidupan publik. Fokusnya adalah membantu peserta 
memahami bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan 
pengetahuan tentang lembaga dan aturan, tetapi 
juga kemampuan praktis untuk mengolah informasi, 
berkomunikasi, menyelesaikan perbedaan sudut pandang 
dan latar belakang, serta mendorong perubahan secara 
bertanggung jawab.

Pembahasan dalam modul ini mencakup keterampilan 
utama yang relevan dengan tantangan demokrasi 
hari ini; mulai dari kemampuan menganalisis 
informasi publik dan mengambil keputusan berbasis 
data, keterampilan berbicara di depan umum serta 
menyusun argumentasi yang runtut dan persuasif, 
hingga kemampuan negosiasi dan resolusi konflik 
dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, 
peserta juga mempelajari advokasi kebijakan publik 
sebagai cara warga, termasuk generasi muda untuk 
memengaruhi kebijakan melalui jalur legal, partisipatif, 
dan demokratis – baik melalui pendekatan litigasi 
maupun non-litigasi.

Melalui pendekatan diskusi, latihan praktik, simulasi, 
dan studi kasus, peserta didorong untuk mengasah 
keterampilan demokratis yang dapat digunakan di ruang 
publik maupun ruang digital. Dengan pendekatan ini, 
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peserta diharapkan mampu berpartisipasi secara lebih 
sadar, mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang 
efektif, serta terlibat dalam perubahan sosial dan kebijakan 
publik tanpa kehilangan prinsip demokrasi yang damai dan 
inklusif.

PENDAHULUAN



4 — Modul 4

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 4 dirancang untuk membantu peserta 
mengembangkan keterampilan praktis agar mampu 
berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam demokrasi, 
baik di ruang publik maupun ruang digital. Modul ini 
menekankan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan 
pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan mengolah 
informasi, menyampaikan pendapat, menghadapi 
perbedaan, serta mengawal kebijakan secara bertanggung 
jawab.

Peserta diharapkan telah memiliki pemahaman dasar 
tentang demokrasi dari modul-modul sebelumnya. 
Tidak diperlukan kemampuan teknis yang kompleks, 
tetapi peserta dianjurkan untuk terbuka terhadap 
latihan praktik, refleksi, serta pembelajaran berbasis 
pengalaman agar keterampilan yang dipelajari dapat 
diterapkan dalam konteks nyata.

Materi dalam modul ini disusun untuk dipelajari secara 
berurutan; dimulai dari analisis informasi dan pengambilan 
keputusan berbasis data; keterampilan public speaking dan 
penyampaian argumentasi; negosiasi dan resolusi konflik; 
hingga advokasi kebijakan publik sebagai bentuk partisipasi 
warga dalam mengawal perubahan sosial dan kebijakan.

Peserta dianjurkan untuk memberi perhatian pada 
hubungan antara informasi, komunikasi, dan tindakan 
kolektif dalam demokrasi. Keterampilan membaca 
data dan mengenali bias informasi perlu dihubungkan 
dengan kemampuan menyampaikan argumen secara 
jelas, membangun dialog, serta mencari jalan keluar 
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yang damai ketika terjadi perbedaan kepentingan atau 
konflik di masyarakat.

Diskusi, latihan praktik, simulasi, dan studi kasus dalam 
modul ini bertujuan membantu peserta memahami 
keterampilan demokratis secara konkret dan aplikatif. 
Peserta tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga 
berlatih mengambil keputusan, menyusun argumen, 
bernegosiasi, dan merancang strategi advokasi yang realistis 
sesuai konteks sosial-politik yang dihadapi.

Peserta dianjurkan mengaitkan materi dengan situasi 
nyata di lingkungan sekitarnya; seperti pemberitaan 
media, isu kebijakan publik di lingkungan lokal, 
perdebatan di ruang digital, kegiatan komunitas, atau 
pengalaman berorganisasi. Pengalaman tersebut dapat 
menjadi sumber latihan untuk mempraktikkan 
keterampilan demokratis secara bertahap 
dan bertanggung jawab.

Apabila peserta mengalami kesulitan 
dalam memahami istilah, langkah, atau 
konteks tertentu, peserta dapat 
merujuk pada glosarium, contoh 
tambahan, serta berdiskusi bersama 
fasilitator dan peserta lain dalam 
proses pembelajaran. Proses belajar 
dalam modul ini diharapkan berjalan 
dialogis sehingga peserta dapat saling 
memperkaya perspektif dan memperkuat 
keterampilan demokratisnya.

PENDAHULUAN
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Kompetensi Dasar (KD) dan 
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Peserta didik memahami 
pentingnya data dalam 
kebijakan publik, serta 
mampu membaca data 
dan informasi publik 
secara kritis.

nn	� 	� Peserta didik mampu menjelaskan 
mengapa data penting dalam 
perumusan dan evaluasi kebijakan 
publik.

nn		 Peserta didik mampu membaca 
dan menjelaskan data sederhana 
dalam bentuk tabel, grafik, tren, atau 
persentase.

nn		 Peserta didik mampu mengidentifikasi 
sumber, waktu, dan konteks data untuk 
menilai relevansi informasi publik.

nn		 Peserta didik mampu mengenali bias 
informasi dan kesalahan interpretasi 
data dalam narasi kebijakan atau 
pemberitaan.

Peserta didik mampu 
menyusun struktur 
argumen serta 
menggunakan retorika 
dan persuasi publik 
dalam partisipasi 
demokratis.

nn		 Peserta didik mampu menyusun 
argumen yang runtut (klaim, alasan, 
bukti, kesimpulan).

nn		 Peserta didik mampu membedakan 
antara argumentasi berbasis bukti atau 
opini semata dalam diskusi publik.

nn		 Peserta didik mampu menggunakan 
teknik persuasi yang etis dan relevan 
untuk menyampaikan aspirasi.

nn		 Peserta didik mampu menyampaikan 
argumentasi secara jelas, logis, dan 
meyakinkan dalam forum diskusi.
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Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Peserta didik memahami 
teknik resolusi konflik 
serta mampu melakukan 
mediasi dan kompromi 
secara damai.

nn		 Peserta didik mampu menjelaskan 
prinsip resolusi konflik non-kekerasan 
dalam konteks sosial-politik.

nn		 Peserta didik mampu mengidentifikasi 
kepentingan para pihak dan akar 
konflik dalam sebuah kasus.

nn		 Peserta didik mampu menerapkan 
langkah dasar mediasi, termasuk 
mendengarkan secara aktif dan 
merumuskan titik temu.

nn		 Peserta didik mampu merancang 
solusi kompromi yang adil dan dapat 
diterima oleh pihak yang berkonflik.

Peserta didik memahami 
advokasi kebijakan 
publik serta mampu 
merancang strategi 
advokasi dan komunikasi 
publik.

nn		 Peserta didik mampu menjelaskan 
perbedaan advokasi litigatif dan non-
litigatif beserta contohnya.

nn		 Peserta didik mampu memetakan 
tahapan advokasi (isu–aktor–strategi) 
berdasarkan studi kasus.

nn		 Peserta didik mampu menyusun 
strategi kampanye publik yang realistis 
sesuai konteks sosial dan politik.

nn		 Peserta didik mampu membuat pesan 
komunikasi publik yang singkat, jelas, 
dan mudah dipahami masyarakat.

PENDAHULUAN



8 — Modul 4


ANALISIS 
INFORMASI DAN 
PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 
BERBASIS DATA

TOPIK 1
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ANALISIS 
INFORMASI DAN 
PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 
BERBASIS DATA
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TOPIK 1

Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami 
bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan 
data dan penilaian rasional dalam pengambilan keputusan 
publik. Peserta didik diajak melihat data bukan sebagai 
angka teknis atau informasi statistik semata, melainkan 
sebagai alat untuk memahami persoalan publik; menilai 
dampak kebijakan; serta membedakan antara informasi 
yang dapat dipertanggungjawabkan dengan klaim yang 
menyesatkan. Melalui pembahasan ini, peserta didik 
diharapkan mampu memahami bagaimana warga negara 
memiliki peran penting dalam membaca, menafsirkan, dan 
menyikapi data secara kritis, sehingga keputusan politik dan 
kebijakan publik tetap berpijak pada bukti, konteks sosial, 
dan tanggung jawab demokratis.
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ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA

Uraian Materi

Mengapa Data Penting dalam Demokrasi?

Dalam demokrasi, keputusan publik seharusnya tidak 
diambil berdasarkan perasaan semata; tekanan politik; 
atau informasi yang menyesatkan. Idealnya, kebijakan 
publik dirumuskan berdasarkan data dan bukti, sehingga 
keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan 
secara rasional. Data membantu menjelaskan masalah 
secara lebih objektif, menunjukkan skala persoalan, serta 
menghindari pengambilan keputusan yang hanya didorong 
oleh emosi atau opini sesaat.

Data juga berperan penting dalam menilai dampak dari 
kebijakan publik. Dengan data, warga dapat melihat 
apakah suatu kebijakan benar-benar menurunkan 
kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, 
atau memperbaiki layanan kesehatan. Tanpa data, 
keberhasilan atau kegagalan kebijakan sulit untuk 
diukur. Tanpa data, dampak dari sebuah kebijakan 
juga menjadi mudah dimanipulasi melalui klaim 
sepihak. Oleh karena itu, data menjadi dasar penting 
bagi partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar 
partisipasi simbolik.

Sebaliknya, tanpa kemampuan membaca dan memahami 
data, warga negara dapat dengan mudah terprovokasi, 
termakan disinformasi, sehingga bisa salah dalam 
menyimpulkan masalah publik. Dalam kondisi ini, demokrasi 
menjadi rapuh karena keputusan politik tidak lagi bertumpu 
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pada penilaian rasional, melainkan pada persepsi yang 
dibentuk secara keliru.

TOPIK 1
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Peran Data dalam Pengambilan Keputusan 
Publik

Dalam praktik kebijakan publik, data digunakan sejak 
tahap awal hingga evaluasi kebijakan. Data membantu 
pemerintah mengidentifikasi masalah, misalnya melalui 
angka kemiskinan, pengangguran, atau prevalensi stunting. 
Berdasarkan data tersebut, pemerintah menentukan 
prioritas kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang 
terbatas.

Data juga digunakan untuk mengevaluasi apakah 
suatu kebijakan berhasil atau gagal. Perbandingan 
data sebelum dan sesudah kebijakan dijalankan 
memungkinkan publik dan pembuat kebijakan menilai 
dampak nyata dari suatu program. Tanpa data evaluasi, 
kebijakan berisiko terus dijalankan meskipun tidak 
efektif atau bahkan merugikan masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa data tidak pernah 
berdiri sendiri. Data selalu dikumpulkan, diolah, ditafsirkan, 
dan digunakan oleh manusia. Artinya, data tidak otomatis 
menghasilkan keputusan yang benar. Cara data dipilih dan 
digunakan sangat bergantung pada kepentingan, asumsi, 
dan sudut pandang pengambil keputusan.

ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA
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Membaca dan Memahami Data Sederhana

Kemampuan membaca data tidak selalu berarti memahami 
statistik yang rumit. Data sederhana dapat berupa angka 
persentase, jumlah, tren kenaikan atau penurunan, grafik, 
tabel, atau perbandingan kondisi sebelum dan sesudah 
kebijakan. Kemampuan dasar ini sudah cukup untuk 
membantu warga memahami banyak isu publik.

Saat membaca data, ada beberapa pertanyaan kunci 
yang perlu diajukan. 

Pertama, apa yang sebenarnya diukur oleh data tersebut? 

Kedua, dari mana sumber datanya dan siapa yang 
mengumpulkannya? 

Ketiga, periode waktu data tersebut, apakah masih relevan 
atau sudah usang? 

Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mencegah 
kesimpulan yang keliru.

Selain itu, data selalu perlu dibaca bersama konteks sosial 
dan lokal. Angka yang terlihat positif secara nasional bisa 
memiliki makna berbeda di tingkat daerah atau komunitas 
tertentu. Tanpa konteks, data berisiko disalahpahami atau 
disalahgunakan.

TOPIK 1
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Bias Informasi dan Interpretasi Data

Sering kali data dianggap netral dan objektif. Padahal, cara 
menyajikan dan menafsirkan data dapat sangat bias. Bias 
dapat muncul ketika hanya data tertentu yang ditampilkan, 
sedangkan data lain diabaikan, atau ketika grafik dan 
visualisasi disusun secara menyesatkan.

Bias juga bisa muncul melalui narasi yang menyertai 
data. Angka yang sama bisa digunakan untuk 
mendukung kesimpulan yang berbeda, tergantung 
pada cara data tersebut dibingkai. Dalam konteks 
politik, data bahkan dapat digunakan untuk 
membenarkan kebijakan yang sebenarnya bermasalah.

Hal ini menunjukkan bahwa data bukan sekadar alat 
penjelas realitas, tetapi juga alat kekuasaan. Oleh karena itu, 
warga perlu bersikap kritis dan tidak menerima data sebagai 
kebenaran mutlak tanpa mempertanyakan konteks dan 
kepentingan di baliknya.

Dalam isu kesehatan, misalnya, data jumlah rumah 
sakit dan tenaga medis dapat menunjukkan kapasitas 
layanan suatu negara. Namun, data yang tampak 
berhasil di tingkat nasional atau global belum tentu 
efektif ketika diterapkan di tingkat lokal. Perbedaan 
akses, infrastruktur, dan kondisi sosial dapat mengubah 
dampak kebijakan secara signifikan. Misalnya, suatu 
kebijakan layanan publik mungkin terlihat efektif 
secara nasional, tetapi di daerah dengan keterbatasan 
infrastruktur atau akses yang rendah, manfaatnya tidak 
dirasakan secara optimal. Contohnya, rasio tenaga 

ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA
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kesehatan yang secara nasional dianggap memadai 
belum tentu mencerminkan kondisi di daerah terpencil 
yang masih kekurangan dokter dan fasilitas.

Contoh lain dapat dilihat dari data tingkat partisipasi pemilih 
dalam pemilu. Secara nasional, angka partisipasi yang tinggi 
sering dianggap sebagai indikator keberhasilan demokrasi. 
Namun, jika dilihat lebih dekat, angka tersebut bisa memiliki 
makna yang berbeda di setiap daerah. Di satu sisi, partisipasi 
tinggi dapat mencerminkan kesadaran politik yang kuat. Di 
sisi lain, dalam konteks tertentu, partisipasi yang tinggi juga 
bisa dipengaruhi oleh mobilisasi yang tidak sepenuhnya 
bebas. Dari contoh ini, terlihat bahwa data tidak selalu 
berbicara dengan sendirinya, melainkan perlu dibaca 
dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik di 
baliknya.

Dari contoh ini, kita belajar bahwa keputusan berbasis 
data harus selalu mempertimbangkan konteks lokal 
dan pengalaman masyarakat, bukan hanya angka yang 
terlihat ideal di atas kertas.

TOPIK 1
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Tantangan dan Realitas

Salah satu tantangan utama dalam demokrasi berbasis 
data adalah masih relatif rendahnya literasi data di 
masyarakat. Di sisi lain, data juga sering disajikan dalam 
bentuk yang sulit dipahami masyarakat awam, serta tidak 
dilengkapi penjelasan konteks yang memadai. Akibatnya, 
warga cenderung menerima angka secara mentah tanpa 
memahami maknanya.

Tantangan lain adalah kepercayaan berlebihan pada 
angka. Data sering dianggap lebih sah daripada 
pengalaman warga, sehingga suara masyarakat 
diabaikan karena dianggap tidak “ilmiah”. Padahal, 
pengalaman warga adalah bagian penting dari realitas 
sosial yang tidak selalu tertangkap oleh angka. Jika 
tidak disikapi secara kritis, data justru dapat digunakan 
secara teknokratis tanpa empati sosial. Dalam kondisi 
ini, demokrasi kehilangan dimensi kemanusiaannya 
dan berubah menjadi sekadar pengelolaan angka.

Salah satu argumen penting dalam analisis data adalah 
bahwa janji besar data global sering berbenturan dengan 
realitas lokal. Solusi berbasis data kerap dipromosikan 
sebagai netral, objektif, dan universal. Padahal, realitas sosial 
selalu beragam dan kompleks. 

Misalnya, data nasional bisa menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi pemilih tinggi, sehingga dianggap 
sebagai tanda keberhasilan demokrasi. Namun, di 
beberapa daerah, tingginya partisipasi tersebut bisa 
dipengaruhi oleh mobilisasi atau tekanan sosial, bukan 

ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA
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sepenuhnya karena kesadaran politik warga. Dari sini 
terlihat bahwa data yang sama dapat memiliki makna 
yang berbeda tergantung konteksnya.

Bahkan di negara yang sangat terdigitalisasi, penggunaan 
data tetap memunculkan masalah dan ketegangan, 
terutama ketika data digunakan tanpa dialog dengan 
masyarakat. Data yang diimpor dari konteks global sering 
kali tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi lokal.

Pesan pentingnya adalah bahwa keputusan berbasis 
data tidak boleh bersifat satu ukuran untuk semua. 
Data harus dibaca bersama konteks lokal, pengalaman 
warga, serta pertimbangan etika dan kemanusiaan.

TOPIK 1
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Delapan Keterampilan Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah proses berpikir yang terarah, rasional, 
dan berbasis tujuan. Proses ini menggunakan bukti, 
logika, dan refleksi diri untuk mengambil keputusan yang 
bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, berpikir 
kritis membantu warga menilai informasi publik secara lebih 
jernih.

Mahasiswa dan generasi muda yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis akan lebih siap mengambil 
keputusan, tidak mudah terhasut, dan lebih 
bertanggung jawab dalam partisipasi demokratis. 
Inilah fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.

Berpikir kritis bukan sekadar menghafal informasi, 
melainkan memiliki bekal kemampuan mengolah informasi 
secara sadar dan bertanggung jawab. Delapan keterampilan 
utama berpikir kritis meliputi:

1. 	 Berpikir analitis: Kemampuan mengevaluasi data dan 
informasi dari berbagai sumber secara sistematis.

2. 	 Pikiran terbuka (open-mindedness): Kesediaan 
menerima pandangan berbeda dan mengurangi bias 
pribadi.

3. 	 Penyelesaian masalah (problem solving): Kemampuan 
menarik kesimpulan terbaik dari informasi yang tersedia.

4. 	 Regulasi diri: Kesadaran untuk mengenali dan 
mengendalikan bias, emosi, dan asumsi pribadi.

ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA
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5. 	 Observasi: Kemampuan melihat lebih dari apa yang 
tampak di permukaan, termasuk detail yang sering 
terlewat.

6. 	 Interpretasi: Kemampuan menentukan data atau 
informasi mana yang relevan dengan masalah yang 
dihadapi.

7. 	 Evaluasi: Kemampuan menilai argumen, bukti, dan 
sumber informasi sebelum mengambil keputusan.

8. 	 Komunikasi: Kemampuan menyampaikan keputusan, 
alasan, dan bukti secara jelas dan dapat dipahami orang 
lain.

Kedelapan keterampilan ini saling berkaitan dan menjadi 
fondasi penting bagi partisipasi demokratis yang rasional 
dan bertanggung jawab.

TOPIK 1
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Langkah Berpikir Kritis

Gunakan tujuh langkah ini untuk menghadapi data olahan 
yang diterima, masalah kompleks, isu yang belum dipahami 
sepenuhnya, atau situasi yang rawan bias.

1. 	 Identifikasi masalah

•	 Apa yang sedang terjadi?

•	 Mengapa hal ini terjadi?

•	 Asumsi apa yang saya buat?

2. 	 Riset

•	 Kumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber

•	 Cari sudut pandang yang berbeda, termasuk yang 
bertentangan

3. 	 Tentukan relevansi data

•	 Seberapa andal data ini?

•	 Apakah data masih relevan?

•	 Apakah konteksnya sesuai?

4. 	 Ajukan pertanyaan kritis

•	 Apakah ada asumsi tersembunyi?

•	 Apakah ada perspektif yang belum 
dipertimbangkan?

•	 Apakah saya dipengaruhi bias pribadi?

5. 	 Identifikasi solusi terbaik

•	 Hubungkan sebab dan akibat

•	 Sadari bahwa bisa jadi, ada lebih dari satu solusi

ANALISIS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA
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6. 	 Tunjukkan dan komunikasikan solusi

•	 Sampaikan kesimpulan berbasis bukti

•	 Jelaskan alasan di balik keputusan yang diambil

7. 	 Analisis keputusan

•	 Apakah solusi efektif?

•	 Pelajaran apa yang bisa diambil?

•	 Apa yang bisa diperbaiki ke depan?
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Masyarakat Melek Data

Tata kelola berbasis data tidak pernah sepenuhnya netral 
dan tidak otomatis benar. Data bukanlah penentu tunggal, 
melainkan alat yang dapat digunakan secara baik atau 
buruk. Kebijakan publik yang baik tidak hanya bertumpu 
pada angka, tetapi juga pada pemahaman sosial.

Oleh karena itu, kebijakan publik yang demokratis 
harus menggabungkan data, konteks lokal, dan 
penilaian kritis manusia. Tanpa kombinasi ini, data 
justru dapat menjauhkan kebijakan dari kebutuhan 
nyata masyarakat.
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Aktivitas Peserta

Aktivitas 1:  
Simulasi Tujuh Langkah Berpikir  
Kritis untuk Mengambil Keputusan

Output: Instruksi:

1.	 Fasilitator memberikan satu isu publik berkaitan dengan 
isu pemilu,

2.	 Kelompok mengerjakan tujuh langkah berpikir kritis:

•	 Identifikasi masalah (apa, mengapa, asumsi)

•	 Riset (data dan perspektif berbeda)

•	 Tentukan relevansi data (keandalan, relevansi, sesuai 
konteks)

•	 Ajukan pertanyaan kritis (bias, sudut pandang lain)

•	 Identifikasi solusi terbaik (lebih dari satu opsi)

•	 Komunikasikan solusi (bukti + alasan)

•	 Analisis keputusan (risiko dan evaluasi)

menit
15

Tujuan:

Melatih pengambilan 
keputusan publik yang 
rasional, kontekstual, dan 
bertanggung jawab

Output:

Lembar kerja tujuh langkah 
+ solusi utama + alasan 
berbasis bukti.
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Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami 
bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan 
warga untuk menyampaikan pendapat dan berargumen 
secara jelas, rasional, dan bertanggung jawab. Peserta 
didik diajak memahami public speaking dan penyampaian 
argumentasi bukan sebagai keterampilan teknis semata 
atau kemampuan untuk tampil di depan umum; melainkan 
sebagai sarana penting agar suara warga benar-benar 
didengar, dipertimbangkan, dan berpengaruh dalam proses 
pengambilan keputusan publik. Melalui pembahasan ini, 
peserta didik diharapkan memahami bagaimana komunikasi 
yang baik – di ruang tatap muka maupun ruang digital – 
berperan dalam membangun dialog demokratis, mengelola 
perbedaan pendapat, serta menjaga agar partisipasi warga 
berlangsung secara bermartabat dan substantif.

TOPIK 2



Keterampilan Demokratis — 29

Uraian Materi

Mengenal Public Speaking

Dalam demokrasi, suara warga memiliki arti penting. 
Namun, suara saja tidak cukup jika tidak disampaikan 
dengan jelas, runtut, dan dapat dipahami oleh orang 
lain. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak 
orang yang boleh berbicara, tetapi juga dari sejauh mana 
pendapat warga benar-benar didengar, dipertimbangkan, 
dan mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Inilah 
yang sering disebut sebagai demokrasi yang bersifat 
substansial, bukan sekadar prosedural.

Banyak orang sebenarnya memiliki pandangan kritis 
tentang isu publik, mulai dari kebijakan sekolah, 
aturan kampus, hingga kebijakan pemerintah, tetapi 
mereka kerap kesulitan menyampaikannya secara 
efektif. Akibatnya, aspirasi yang penting, sering kali 
tenggelam, disalahpahami, atau kalah oleh suara 
yang lebih keras tapi kurang berbasis argumen. Dalam 
kondisi seperti ini, keterampilan public speaking dan 
penyampaian argumen menjadi bagian penting dari 
partisipasi demokratis yang bermakna.

Public speaking dalam konteks demokrasi tidak terbatas 
pada kemampuan berbicara di atas panggung atau 
forum resmi. Public speaking juga mencakup kemampuan 
menyampaikan gagasan dalam diskusi kelas, rapat OSIS 
atau BEM, forum warga, audiensi kebijakan, hingga ruang 
digital seperti media sosial. Bahkan di era digital, kolom 
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komentar, unggahan video, thread, dan siaran langsung 
di media sosial telah menjadi ruang publik baru tempat 
warga menyampaikan pendapat, membangun dukungan, 
sekaligus mempengaruhi opini publik.

Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan 
tersendiri. Catatannya, pendapat yang disampaikan 
tanpa struktur argumen yang jelas dapat berubah 
menjadi luapan emosi, serangan personal, atau sekadar 
opini viral tanpa substansi. Dalam situasi ini, public 
speaking di media sosial menuntut keterampilan 
khusus; menyampaikan pesan secara singkat tetapi 
bermakna, tegas tetapi etis, serta kritis tanpa 
menimbulkan konflik. Keterampilan ini penting agar 
partisipasi digital tidak berhenti pada keriuhan/
kebisingan (noise), tetapi berkontribusi pada kualitas 
demokrasi.

Atas dasar itu, public speaking dan penyampaian 
argumentasi sesungguhnya bukan sekadar keterampilan 
teknis, melainkan alat warga untuk berpartisipasi 
secara bermartabat, rasional, dan bertanggung jawab. 
Keterampilan ini membantu warga, terutama generasi muda 
untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga memberi dampak 
secara substantif dalam kehidupan demokratis.
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Peran Komunikasi dalam Demokrasi

Demokrasi hidup dari komunikasi. Setiap proses 
pengambilan keputusan publik selalu melibatkan 
pertukaran gagasan, perbedaan pendapat, dan perdebatan 
antarwarga maupun antara  warga dan penguasa. Tanpa 
komunikasi yang sehat, demokrasi mudah bergeser menjadi 
sekadar adu popularitas atau dominasi suara paling keras, 
bukan pertarungan argumen terbaik. Dalam demokrasi 
yang substansial, kualitas komunikasi sangat menentukan 
kualitas keputusan publik.

Jurgen Habermas menekankan bahwa demokrasi 
yang sehat membutuhkan ruang publik deliberatif, 
yaitu ruang di mana warga dapat berdiskusi secara 
rasional, setara, dan bebas dari tekanan kekuasaan. 
Menurut Habermas, legitimasi kebijakan publik tidak 
hanya berasal dari suara mayoritas, tetapi dari proses 
komunikasi yang memungkinkan argumen terbaik diuji 
secara terbuka (Habermas, 1989).

Sementara itu, Robert A. Dahl memandang demokrasi 
sebagai sistem politik yang mensyaratkan partisipasi 
efektif dan pemahaman yang tercerahkan (enlightened 
understanding). Warga harus memiliki kesempatan yang 
setara untuk menyampaikan pandangan, serta memperoleh 
informasi yang cukup agar dapat menilai kebijakan secara 
rasional. Tanpa komunikasi yang inklusif dan informatif, 
partisipasi warga hanya bersifat formal dan menjadi 
kehilangan makna substantif (Dahl, 1998).
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Komunikasi yang baik memungkinkan warga untuk 
menjelaskan kepentingan dan pandangannya secara 
jelas, memahami sudut pandang orang lain, serta 
mengkritisi kebijakan tanpa kekerasan dan intimidasi. 
Dalam konteks ini, John Dewey menegaskan bahwa 
demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan, 
melainkan cara hidup bersama (a way of life). Demokrasi 
tumbuh dari kebiasaan berdialog, mendengarkan, dan 
menyelesaikan perbedaan secara komunikatif dalam 
kehidupan sehari-hari (Dewey, 1916).

Seiring perkembangan teknologi, ruang komunikasi 
demokratis tidak lagi terbatas pada forum tatap muka 
seperti musyawarah warga atau diskusi kampus. Media 
sosial telah menjadi ruang publik baru, tempat warga 
menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, dan 
membentuk opini publik. Cass Sunstein memeringatkan 
bahwa algoritma media sosial berpotensi menciptakan 
echo chambers, yaitu kondisi ketika individu hanya terpapar 
pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri, 
sehingga memperkuat polarisasi dan melemahkan dialog 
demokratis (Sunstein, 2017).

Oleh karena itu, keterampilan komunikasi demokratis 
di ruang digital menjadi semakin penting. Warga perlu 
mampu menyampaikan pendapat secara tegas, tetapi 
beralasan, kritis tetapi tetap menghormati pihak lain. 
Dengan komunikasi yang bertanggung jawab, media 
sosial dapat memperluas partisipasi dan memperkuat 
demokrasi. Sebaliknya, tanpa etika dan kemampuan 
berargumen, ruang digital justru berisiko menurunkan 
kualitas demokrasi.
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Komunikasi yang baik memungkinkan warga untuk:

1.	 Menjelaskan kepentingan dan pandangannya secara 
jelas

2.	 Memahami sudut pandang dan pengalaman orang lain

3.	 Mengkritisi kebijakan tanpa kekerasan dan intimidasi

4.	 Serta membangun kesepakatan bersama melalui dialog.

Kemampuan ini membantu menjaga agar media sosial 
tidak hanya menjadi arena konflik, melainkan juga 
ruang deliberasi publik yang sehat.

Dengan komunikasi yang bertanggung jawab, media 
sosial dapat menjadi alat untuk memperluas partisipasi, 
memperkuat pengawasan, dan mendorong demokrasi 
yang lebih inklusif. Sebaliknya, tanpa kesadaran etika dan 
keterampilan berargumen, ruang digital justru berpotensi 
memperlemah kualitas demokrasi itu sendiri.
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Membangun Struktur Argumen

Argumen yang baik tidak bergantung pada suara yang 
keras, jumlah likes, atau emosi berlebihan, melainkan 
pada logika dan kejelasan gagasan. Dalam diskusi yang 
disampaikan secara langsung maupun di ruang digital 
seperti media sosial – prinsip dasar berargumen sebenarnya 
tidak berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada medium, 
bukan pada kualitas argumen.

Artinya, argumen yang kuat tetap membutuhkan alur 
yang jelas, alasan yang masuk akal, dan tujuan yang 
tegas. Unggahan viral tanpa dasar yang kuat mungkin 
menarik perhatian sesaat, tetapi belum tentu dapat 
mendorong pemahaman holistik maupun mendorong 
perubahan kebijakan. Sebaliknya, argumen yang 
disusun dengan baik akan tetap bernilai meskipun 
disampaikan secara singkat di kolom komentar atau 
thread media sosial.

Secara sederhana, struktur argumen yang baik terdiri dari 
tiga bagian utama:

1.	 Pernyataan pendapat (claim) 
Apa yang ingin Anda sampaikan?  
Misalnya: “Jam masuk sekolah terlalu pagi berdampak 
pada kesehatan siswa.”

2.	 Alasan dan data (reason and evidence) 
Mengapa pendapat itu penting dan benar? Data bisa 
berupa pengalaman, hasil riset, atau contoh konkret. 
Contoh: “Banyak siswa kurang tidur dan sulit 
berkonsentrasi di kelas.”
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3.	 Kesimpulan atau ajakan (conclusion) 
 Apa yang diharapkan dari pendengar? 
Contoh: “Karena itu, perlu evaluasi jam masuk sekolah.”
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Teknik Dasar Public Speaking

Banyak orang merasa gugup ketika harus berbicara di 
depan orang lain. Rasa takut salah, takut ditertawakan, atau 
takut tidak didengar sering membuat seseorang memilih 
diam, meskipun memiliki pendapat yang penting. Padahal, 
dalam demokrasi, keberanian untuk berbicara merupakan 
langkah awal agar suara benar-benar hadir di ruang publik.

Public speaking bukanlah bakat bawaan, tetapi 
keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Setiap 
orang, termasuk pelajar dan mahasiswa, dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum 
melalui latihan sederhana dan kesadaran akan teknik 
dasar.

Public speaking sering dianggap menakutkan. Padahal, 
keterampilan ini bisa dilatih. Beberapa teknik dasar yang 
penting antara lain:

•	 Kenali audiens 
Cara berbicara di depan teman sebaya tentu berbeda 
dengan forum resmi atau audiensi terkait kebijakan.

•	 Gunakan bahasa sederhana 
Hindari istilah rumit jika tidak perlu. Demokrasi 
membutuhkan bahasa yang inklusif.

•	 Kontrol suara dan intonasi 
Bicara terlalu cepat atau terlalu pelan membuat pesan 
tidak sampai.
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•	 Gunakan bahasa tubuh 
Kontak mata dan gestur sederhana membantu 
membangun kepercayaan.

•	 Latihan dan persiapan 
Semakin sering berlatih, rasa gugup akan berkurang.

Public speaking yang baik bukan tentang tampil sempurna, 
tetapi tentang menyampaikan pesan dengan jujur dan 
jelas. Kesalahan kecil, rasa gugup, atau keterbatasan teknis 
bukanlah penghalang utama dalam partisipasi demokratis. 
Hal yang jauh lebih penting adalah keberanian untuk 
bersuara, kesediaan menyampaikan pendapat secara 
bertanggung jawab, dan kemauan untuk terus belajar 
memperbaiki cara berkomunikasi.
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Etika Berdebat dan Berdiskusi

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam 
demokrasi. Bahkan, perbedaan pendapat justru 
menandakan adanya kebebasan berpikir dan keberagaman 
pandangan di tengah masyarakat. Namun, perdebatan 
hanya akan bermakna jika dilakukan dengan cara yang 
tepat. Tanpa etika, perbedaan pendapat mudah berubah 
menjadi konflik personal yang merusak kepercayaan dan 
menutup ruang dialog.

Dalam demokrasi yang sehat, tujuan berdebat bukan 
untuk memenangkan argumen atau mempermalukan 
lawan bicara, melainkan untuk saling memahami, 
menguji gagasan, dan mencari solusi terbaik bagi 
kepentingan bersama. Oleh karena itu, etika berdiskusi 
menjadi keterampilan penting, baik di ruang tatap 
muka maupun di ruang digital.

Beberapa prinsip etika yang penting saat berdebat dan 
berdiskusi antara lain:

1.	 Fokus pada ide, bukan menyerang pribadi

2.	 Mendengarkan sebelum menanggapi

3.	 Tidak memotong pembicaraan

4.	 Menghargai perbedaan pandangan.

Etika ini penting terutama di ruang digital, di mana 
anonimitas dan jarak sosial sering membuat orang lupa 
bahwa lawan diskusi adalah manusia nyata dengan 
perasaan, pengalaman, dan hak yang sama. Di media 
sosial, kemudahan berkomentar dan menyebarkan 
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opini kerap mendorong reaksi spontan tanpa berpikir 
panjang, sehingga diskusi publik berubah menjadi 
ajang saling serang, pelabelan, atau perundungan.
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Praktik Sehari-Hari

Keterampilan public speaking dan argumentasi dapat 
dipraktikkan di berbagai ruang, seperti:

1.	 Diskusi kelas atau kampus,

2.	 Rapat OSIS/BEM,

3.	 Musyawarah warga

4.	 Audiensi kebijakan,

5.	 Forum konsultasi publik,

6.	 Media sosial dan petisi daring.

Di ruang-ruang tersebut, kemampuan public speaking 
dan argumentasi membantu agar aspirasi warga tidak 
hanya terdengar, tetapi juga dipertimbangkan. Baik di 
ruang kelas, organisasi kesiswaan atau kemahasiswaan, 
forum warga, maupun media sosial – pendapat yang 
disampaikan secara jelas dan beralasan akan lebih 
mudah diterima dan ditindaklanjuti.
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Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Simulasi Komunikasi  
untuk Audiensi Kebijakan

Metode: 
Simulasi peran (roleplay) dan diskusi

Langkah Aktivitas:
•	 Kelompok A: Perwakilan warga/pelajar/mahasiswa

•	 Kelompok B: Pengambil kebijakan (kepala sekolah, 
pejabat rektorat, pejabat fiktif)

•	 Perwakilan warga hanya diberi waktu 2 menit untuk 
menyampaikan aspirasi.

•	 Pendapat harus jelas, sopan, dan berbasis argumen.

•	 Pengambil kebijakan memberi tanggapan singkat.

Evaluasi:
•	 Apakah aspirasi mudah dipahami?

•	 Apakah bahasanya inklusif dan tidak menyerang?

menit
45

Tujuan:

Melatih kemampuan berbicara 
di depan publik secara formal, 
menyampaikan aspirasi secara 
persuasif, serta memahami 
dinamika komunikasi antara 
warga dan pengambil kebijakan.

Output:

Penyampaian aspirasi 
secara lisan dan 
umpan balik atas 
kualitas komunikasi
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
NEGOSIASI 
DAN 
RESOLUSI 
KONFLIK
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Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami 
bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari kehidupan demokratis dan tidak selalu harus 
dihindari atau ditekan. Peserta didik diajak melihat konflik 
bukan sebagai kegagalan demokrasi, melainkan sebagai 
konsekuensi dari perbedaan kepentingan, pandangan, 
dan latar belakang dalam kehidupan bersama. Melalui 
pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu 
memahami bahwa negosiasi, dialog, dan resolusi konflik 
non-kekerasan merupakan cara utama dalam demokrasi 
untuk mengelola perbedaan secara adil, menjaga hubungan 
sosial, serta membangun keputusan bersama tanpa 
paksaan dan kekerasan.
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Uraian Materi

Negosiasi dan Resolusi Konflik dalam 
Demokrasi

Masyarakat demokratis tidak pernah lepas dari konflik. 
Perbedaan kepentingan, nilai, latar belakang, dan 
pandangan politik adalah bagian alami dari kehidupan 
bersama. Dalam ruang sekolah, kampus, komunitas, hingga 
negara, konflik bisa muncul dari hal sederhana seperti 
pembagian tugas, aturan organisasi, hingga kebijakan 
publik yang berdampak luas. Konflik, pada dasarnya, bukan 
sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang perlu 
dikelola dengan cara yang tepat.

Hal yang membedakan masyarakat demokratis 
dari masyarakat non-demokratis bukanlah terletak 
dari ada atau tidaknya konflik, melainkan dari cara 
menyelesaikan konflik tersebut. Dalam sistem 
otoritarian, misalnya, konflik sering diselesaikan 
melalui paksaan, pembungkaman, atau kekerasan. 
Sebaliknya, demokrasi mengandalkan negosiasi, 
dialog, dan resolusi damai sebagai sarana utama untuk 
menyelesaikan perbedaan. Perbedaan pendapat tidak 
dipandang sebagai ancaman, tetapi dipahami sebagai 
sumber pembelajaran dan perbaikan kebijakan.

Dalam praktik sehari-hari, konflik seringkali diperparah 
oleh komunikasi yang buruk, emosi yang tidak terkendali, 
atau ketidakmauan untuk mendengarkan pihak lain. Di 
era digital, konflik bahkan dapat dengan cepat meluas 
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melalui media sosial – ketika perbedaan pandangan 
disebarkan tanpa konteks dan etika. Tanpa keterampilan 
resolusi konflik, perbedaan kecil dapat berubah menjadi 
pertentangan berkepanjangan yang merusak hubungan 
sosial dan melemahkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, keterampilan negosiasi dan resolusi 
konflik menjadi penting untuk dimiliki, terutama oleh 
generasi muda sebagai warga yang di masa mendatang 
akan menjadi tulang punggung kualitas demokrasi. 
Kemampuan bernegosiasi dan resolusi konflik akan 
membantu individu menghadapi perbedaan pendapat 
secara dewasa, mencari titik temu tanpa harus 
menyalahkan pihak lain, serta menjaga agar konflik 
tidak berujung pada kekerasan atau perpecahan. 
Dengan menguasai keterampilan ini, generasi muda 
dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang 
demokrasi yang inklusif, adil, dan damai – baik di 
lingkungan terdekat mereka maupun dalam ruang 
perdebatan isu kebijakan publik yang lebih luas.
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Prinsip Dasar Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi antara pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan, pandangan, atau tujuan 
yang berbeda untuk mencari solusi yang dapat diterima 
bersama. Dalam masyarakat demokratis, negosiasi menjadi 
mekanisme penting untuk menyelesaikan konflik tanpa 
paksaan atau kekerasan. Hampir semua keputusan bersama, 
baik di tingkat sekolah, kampus, komunitas, maupun negara 
melibatkan proses negosiasi – meskipun seringkali tidak 
disadari.

Negosiasi bukan menjadi ajang untuk menentukan 
menang-kalah, tetapi sebagai upaya bersama untuk 
mencari titik temu. Roger Fisher dan William Ury 
menjelaskan bahwa negosiasi yang efektif berfokus 
pada kepentingan, bukan pada posisi atau tuntutan 
yang kaku. Pihak-pihak yang bernegosiasi perlu 
memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan 
sekadar mempertahankan apa yang diinginkan (Fisher 
et al., 2011).

Dalam konteks demokrasi, negosiasi juga berkaitan erat 
dengan kesetaraan dan penghormatan. Setiap pihak 
dipandang memiliki hak untuk didengar dan diperlakukan 
secara adil, meskipun memiliki kekuatan atau posisi yang 
berbeda. Oleh karena itu, negosiasi tidak dapat berjalan 
efektif tanpa kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi 
yang jujur.
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Beberapa prinsip dasar dalam negosiasi antara lain:

•	 Saling menghormati

•	 Keterbukaan

•	 Kesediaan mendengarkan

•	 Fokus pada solusi, bukan ego

TOPIK 3

NEGOSIASI YANG EFEKTIF BERFOKUS 
PADA KEPENTINGAN, BUKAN PADA 

POSISI ATAU TUNTUTAN YANG KAKU. 
PIHAK-PIHAK YANG BERNEGOSIASI 

PERLU MEMAHAMI APA YANG 
SEBENARNYA DIBUTUHKAN, BUKAN 
SEKADAR MEMPERTAHANKAN APA 

YANG DIINGINKAN.

Roger 
Fisher 

William 
Ury 
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Pengertian Konflik dalam Konteks Sosial-Politik

Konflik dapat dipahami sebagai benturan kepentingan, 
nilai, atau tujuan antara individu maupun kelompok. 
Sejumlah pakar memandang konflik sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, terutama dalam 
masyarakat yang majemuk dan demokratis. Lewis A. Coser 
melihat konflik bukan semata-mata sebagai gejala negatif, 
melainkan sebagai proses sosial yang dapat memperjelas 
batas, norma, dan kepentingan kelompok, serta berpotensi 
memperkuat hubungan sosial jika dikelola secara konstruktif 
(Coser, 1956).

Sementara itu, Johan Galtung menekankan bahwa 
konflik tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan 
terbuka. Menurutnya, banyak konflik berakar pada 
ketidakadilan struktural, ketimpangan akses, dan relasi 
kekuasaan yang tidak seimbang, meskipun tidak selalu 
tampak secara langsung dalam bentuk pertentangan 
fisik (Galtung, 1996). Pandangan ini membantu 
memahami bahwa konflik sosial-politik sering kali 
bersifat laten dan membutuhkan pendekatan dialogis 
untuk diselesaikan.

Dalam konteks sosial-politik, konflik sering muncul akibat:

•	 Ketimpangan akses terhadap sumber daya

•	 Perbedaan pandangan ideologis

•	 Kebijakan publik yang tidak inklusif

•	 Komunikasi yang buruk.
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Konflik tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, 
konflik justru bisa membuka ruang perubahan dan 
perbaikan kebijakan. Perbedaan pendapat dapat 
menjadi pintu masuk untuk mengungkap masalah yang 
selama ini tersembunyi, sekaligus mendorong lahirnya 
solusi yang lebih adil dan inklusif.

Dalam demokrasi, kemampuan mengelola konflik secara 
damai menunjukkan kedewasaan warga dan kualitas sistem 
politik itu sendiri. Melalui negosiasi, dialog, dan kompromi, 
konflik dapat diubah dari sumber perpecahan menjadi 
sarana pembelajaran bersama dan penguatan kehidupan 
demokratis.

TOPIK 3

BANYAK KONFLIK BERAKAR  
PADA KETIDAKADILAN 

STRUKTURAL, KETIMPANGAN AKSES, 
DAN RELASI KEKUASAAN YANG 

TIDAK SEIMBANG, MESKIPUN TIDAK 
SELALU TAMPAK SECARA LANGSUNG 

DALAM BENTUK PERTENTANGAN 
FISIK.

Johan Galtung 
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Teknik Resolusi Konflik Non-Kekerasan

Resolusi konflik non-kekerasan menekankan penyelesaian 
masalah tanpa ancaman, tekanan fisik, atau kekerasan 
verbal. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa 
konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi, saling 
pengertian, dan kesediaan mencari solusi bersama. Dalam 
demokrasi, cara penyelesaian konflik sama pentingnya 
dengan hasil akhirnya karena proses yang adil dan damai 
akan memperkuat kepercayaan antarwarga dan antara 
warga dengan pengambil kebijakan.

Pendekatan non-kekerasan juga penting karena 
kekerasan, baik fisik maupun verbal, seringkali justru 
memperdalam konflik. Alih-alih menyelesaikan 
masalah, kekerasan cenderung melahirkan luka, 
dendam, dan siklus konflik baru. Oleh karena itu, 
resolusi konflik non-kekerasan menjadi pilar utama 
dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

Beberapa teknik resolusi konflik non-kekerasan yang umum 
digunakan antara lain:

•	 Dialog terbuka: untuk memahami akar konflik,

•	 Mediasi: dengan pihak ketiga yang netral,

•	 Musyawarah: untuk mencapai kesepakatan bersama,

•	 Kesepakatan tertulis: agar solusi memiliki kejelasan.

Teknik-teknik resolusi konflik non-kekerasan ini 
sering digunakan dalam penyelesaian konflik 
kebijakan, konflik dalam komunitas, hingga konflik 
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dalam organisasi. Penerapan teknik resolusi konflik 
membantu memastikan bahwa perbedaan kepentingan 
tidak diselesaikan dengan paksaan atau kekerasan, 
melainkan dikelola melalui proses yang adil dan 
dialogis.

TOPIK 3
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Peran Dialog dan Kompromi dan Contohnya

Dialog merupakan jantung dari resolusi konflik dalam 
demokrasi. Melalui dialog, pihak-pihak yang berkonflik 
memiliki ruang untuk saling mendengarkan, menjelaskan 
kepentingan masing-masing, dan memahami posisi 
masing-masing secara lebih utuh. Dialog memungkinkan 
perbedaan pendapat dibicarakan secara terbuka tanpa rasa 
takut, tekanan, atau ancaman. Dalam proses ini, konflik tidak 
disembunyikan atau ditekan, tetapi dihadapi secara jujur 
dan setara.

Dalam praktik demokrasi, dialog tidak selalu berarti 
semua pihak langsung sepakat. Dialog justru sering 
kali membuka perbedaan yang selama ini terpendam. 
Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan 
berlandaskan pada etika, perbedaan tersebut dapat 
dikelola menjadi dasar pencarian solusi bersama. 
Dialog membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk 
bergeser dari sikap saling menyalahkan menuju upaya 
memahami akar persoalan.

Kompromi biasanya menjadi hasil dari dialog yang 
berlangsung secara konstruktif. Kompromi berarti setiap 
pihak bersedia mengalah sebagian dari tuntutannya demi 
kepentingan yang lebih besar. Dalam konteks ini, kompromi 
bukanlah kekalahan, melainkan kesepakatan yang lahir dari 
kesadaran bersama. Tanpa kompromi, konflik berpotensi 
berlarut-larut dan menghambat pengambilan keputusan.

Dalam demokrasi, kompromi bukanlah tanda 
kelemahan, tetapi menjadi bentuk kedewasaan 
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dalam berpolitik. Kemampuan untuk berkompromi 
menunjukkan bahwa warga dan pengambil kebijakan 
mampu menempatkan kepentingan bersama di atas 
kepentingan pribadi atau kelompok.

Contoh konflik kebijakan dalam pemilu dapat ditemukan 
pada penolakan sebagian elemen masyarakat terhadap 
aturan atau keputusan penyelenggara pemilu, seperti 
penetapan daerah pemilihan, daftar pemilih tetap, atau 
regulasi kampanye. Konflik biasanya muncul karena 
masyarakat merasa tidak dilibatkan, kurang mendapatkan 
informasi yang jelas, atau menganggap kebijakan tersebut 
merugikan kelompok tertentu.

Penyelesaian konflik dalam pemilu umumnya dilakukan 
melalui:

1.	 Forum dialog dan sosialisasi, antara penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat untuk 
menjelaskan dasar kebijakan dan mendengar keberatan 
publik.

2.	 Penyesuaian kebijakan atau mekanisme teknis, misalnya 
perbaikan daftar pemilih atau penyesuaian jadwal dan 
metode kampanye.

3.	 Keterlibatan masyarakat dan pemantau pemilu, 
baik melalui partisipasi dalam pengawasan maupun 
penyampaian masukan secara resmi kepada 
penyelenggara.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam 
pemilu tidak selalu berujung pada kekerasan atau 
ketegangan berkepanjangan. Dengan membuka ruang 
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dialog secara serius dan melibatkan publik secara 
bermakna, konflik kebijakan pemilu dapat diselesaikan 
secara demokratis dan memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap proses pemilu.
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Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Analisis Peta Konflik

Metode:

Diskusi kelompok dan analisis kasus

Langkah Aktivitas:

1.	 Peserta dibagi dalam kelompok kecil.

2.	 Setiap kelompok mendapat satu studi kasus (misalnya: 
konflik jadwal kegiatan OSIS, kebijakan kampus, konflik 
warga–pemerintah lokal).

3.	 Kemudian peserta membuat peta konflik dengan 
pembagian peran:

•	 Pihak-pihak yang terlibat

•	 Kepentingan masing-masing pihak

•	 Akar konflik (bukan hanya gejalanya)

•	 Dampak jika konflik tidak diselesaikan

menit
60

Tujuan:

Melatih kemampuan peserta 
dalam menganalisis konflik secara 
sistematis sebagai dasar untuk 
proses negosiasi dan penyelesaian 
masalah.

Output:

Peta konflik 
sederhana dan hasil 
refleksi kelompok
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4.	 Menulis analisis pertanyaan refleksi: 

•	 Apakah konflik lebih banyak disebabkan perbedaan 
kepentingan, problem komunikasi, atau adanya 
ketimpangan?
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Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami 
bahwa demokrasi tidak berhenti pada pemilu, tetapi 
terus berlangsung melalui keterlibatan warga dalam 
mengawal dan memengaruhi kebijakan publik. Peserta 
didik diajak melihat advokasi kebijakan publik bukan 
sebagai tindakan konfrontatif atau perlawanan terhadap 
negara, melainkan sebagai praktik demokrasi yang sah dan 
partisipatif untuk memperjuangkan kepentingan bersama. 
Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu 
memahami bagaimana warga negara, termasuk generasi 
muda, dapat berperan aktif memengaruhi kebijakan secara 
damai, terorganisir, dan bertanggung jawab agar kebijakan 
publik lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

TOPIK 4
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Uraian Materi

Apa itu Advokasi Kebijakan Publik

Dalam demokrasi, kebijakan publik memiliki dampak 
langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga; mulai dari 
pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga lingkungan 
hidup. Namun, pemerintah tidak selalu secara otomatis 
berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kepentingan 
politik, ekonomi, dan birokrasi sering kali memengaruhi 
arah kebijakan.

Advokasi kebijakan publik adalah upaya warga negara 
untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih 
adil, berpihak pada kepentingan publik, dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Advokasi dilakukan 
melalui jalur legal, cara partisipatif, dan proses 
demokratis bukan melalui kekerasan. Dalam konteks 
ini, advokasi merupakan bentuk keterlibatan warga 
dalam kehidupan politik sehari-hari, bukan tindakan 
melawan negara.

Advokasi tidak hanya dilakukan oleh elite politik atau 
organisasi besar. Warga biasa, termasuk generasi muda 
kritis, komunitas lokal, dan kelompok informal, juga dapat 
melakukan advokasi sepanjang dilakukan secara sah 
dan damai. Advokasi bisa dimulai dari masalah kecil di 
lingkungan sekitar, lalu berkembang menjadi isu kebijakan 
yang lebih luas. Dengan demikian, advokasi kebijakan 
publik adalah cara warga menyuarakan kepentingannya 
secara terorganisasi agar kebijakan negara tidak lepas dari 
kebutuhan dan pengalaman masyarakat.
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Oleh karena itu, demokrasi tidak berhenti pada pemilu. 
Demokrasi juga berarti mengawal kebijakan setelah 
pemilu selesai. Advokasi adalah salah satu cara utama 
untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup di antara 
satu pemilu dan pemilu berikutnya.
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Audiensi

Kampanye

Lobi

Konferensi Pers

Draf Peraturan 
alternatif

Petisi

Gugatan/
Permohonan

Jaringan/Koalisis

Jenis Advokasi Kebijakan Publik

Advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui dua jalur utama, 
yaitu litigasi dan non-litigasi. Advokasi litigasi dilakukan melalui 
jalur hukum, seperti gugatan ke pengadilan, uji materi undang-
undang ke Mahkamah Konstitusi, atau pendampingan hukum 
bagi warga. Jalur ini memberikan kepastian hukum yang lebih 
kuat dan cocok digunakan ketika terdapat pelanggaran hak 
warga serta didukung oleh dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, advokasi non-litigasi dilakukan di luar 
pengadilan dan bersifat lebih fleksibel. Bentuknya 
antara lain kampanye publik, petisi, diskusi dan 
audiensi, aksi damai, serta tekanan melalui media. 
Jalur ini relatif lebih mudah diakses dan efektif dalam 
membangun dukungan publik.

Dalam praktiknya, jalur litigasi dan non-litigasi sering kali 
saling melengkapi. Kampanye publik dapat memperkuat 
gugatan hukum, sementara proses hukum dapat memberi 
legitimasi pada tuntutan masyarakat.

Metode Advokasi Kebijakan
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Tahapan Advokasi Kebijakan Publik

Secara sederhana, advokasi kebijakan publik dapat 
dipahami melalui tiga tahapan utama: isu, pemetaan 
aktor, dan strategi. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan 
menentukan arah serta efektivitas advokasi.

Tahap pertama adalah isu. Advokasi selalu dimulai dari 
pertanyaan tentang masalah publik apa yang ingin 
diperjuangkan, siapa yang terdampak, dan mengapa 
isu tersebut penting. Isu bisa berkaitan dengan biaya 
pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan hidup, atau 
transportasi publik. Isu yang jelas membantu advokasi 
tetap fokus dan relevan.

Tahap kedua adalah aktor. Pada tahap ini, penting untuk 
mengidentifikasi siapa pembuat kebijakan, siapa yang 
memiliki kewenangan mengubah kebijakan, serta siapa 
yang bisa menjadi sekutu atau justru menolak perubahan. 
Aktor bisa berasal dari DPR/DPRD, pemerintah pusat atau 
daerah, kementerian, lembaga peradilan, hingga media.

Tahap ketiga adalah strategi. Strategi menentukan cara 
paling efektif untuk memengaruhi kebijakan, apakah 
melalui jalur hukum, kampanye publik, atau kombinasi 
keduanya. Strategi advokasi harus realistis, terukur, 
dan sesuai dengan konteks politik serta sosial yang 
dihadapi.

TOPIK 4
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Kampanye, Komunikasi Publik, dan Aksi 
Komunitas

Kampanye merupakan bagian penting dari advokasi 
kebijakan publik karena kebijakan jarang berubah tanpa 
adanya dukungan publik. Opini publik yang kuat dapat 
memberikan tekanan politik kepada pembuat kebijakan 
agar merespons tuntutan masyarakat.

Kampanye yang efektif biasanya memiliki pesan yang 
sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan 
kehidupan sehari-hari warga. Pesan yang terlalu 
teknis atau rumit cenderung sulit digunakan untuk 
membangun basis dukungan yang luas. Oleh karena 
itu, komunikasi publik menjadi keterampilan penting 
dalam advokasi.

Media sosial, media komunitas, dan media massa dapat 
digunakan untuk menyebarkan isu, mengajak partisipasi 
masyarakat, serta mengawasi respons pemerintah. Dengan 
komunikasi yang tepat, kampanye dapat mengubah isu kecil 
menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Penting diketahui bahwa advokasi tidak harus selalu 
rumit atau berskala besar. Kampanye lokal yang 
sederhana juga dapat berdampak signifikan jika 
dilakukan secara konsisten. Langkah pertama adalah 
menentukan masalah yang jelas dan dekat dengan 
kehidupan warga, seperti lingkungan, kesehatan, atau 
perumahan.
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Langkah berikutnya adalah menyusun pesan singkat 
dan kuat, lalu menyebarkannya melalui grup atau laman 
komunitas. Warga dapat diajak berinteraksi langsung 
melalui akun media sosial wakil rakyat atau pejabat terkait, 
mengumpulkan cerita dan tanda tangan dukungan, serta 
menghubungi media lokal seperti radio atau koran. Kunci 
dari kampanye lokal adalah menjaga tekanan publik secara 
berkelanjutan. Kelompok kecil yang terorganisir dengan 
baik dapat memenangkan perubahan besar.
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Agar advokasi bisa berdampak besar, Anda dapat 
menggunakan checklist sederhana berikut sebagai 
panduan praktis dalam melakukan advokasi berbasis 
komunitas:

nn	 Menentukan isu yang jelas dan spesifik

nn	 Membuat pesan singkat dan mudah dipahami

nn	 Mengajak pendukung menghubungi wakil rakyat atau 
pejabat terkait

nn	 Menyebarkan isu melalui media komunitas dan media 
sosial

nn	 Mengumpulkan cerita dan pengalaman warga 
terdampak

nn	 Menghubungi media lokal untuk memperluas 
jangkauan isu

nn	 Menjaga konsistensi tekanan publik

TOPIK 4
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Advokasi oleh Generasi Muda

Warga negara aktif adalah warga yang tidak diam ketika 
melihat ada kebijakan yang bermasalah dan mereka 
memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. 
Menjadi warga negara aktif berarti mengambil tanggung 
jawab sebagai bagian dari masyarakat demokratis, bukan 
sekadar penerima kebijakan.

Ciri warga negara aktif antara lain tetap terinformasi, 
berani bersuara, melindungi layanan publik, 
menentang disinformasi, memilih secara sadar, dan 
mendukung gerakan komunitas. Sikap ini tidak selalu 
harus diwujudkan dalam aksi besar, tetapi bisa dimulai 
dari langkah-langkah kecil yang konsisten.

Generasi muda sering terlibat dalam advokasi kebijakan 
melalui berbagai bentuk, seperti gerakan mahasiswa, 
komunitas di lingkungannya, kampanye isu pendidikan dan 
kesehatan, serta gerakan digital di media sosial. Keterlibatan 
ini menunjukkan bahwa advokasi tidak selalu harus 
dilakukan melalui jalur formal.

Kaum muda memiliki sejumlah keunggulan dalam 
advokasi, antara lain kreativitas, kemampuan 
beradaptasi dengan teknologi, dan kecepatan dalam 
membangun jaringan. Media sosial memungkinkan 
generasi muda untuk menyebarkan isu dan 
membangun solidaritas lintas wilayah dengan cepat 
dan skala luas. Melalui advokasi, kaum muda tidak 
hanya menyuarakan kepentingannya sendiri, tetapi 
juga berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi 
secara lebih luas.
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Sebagai contoh, Anda dapat melihat Gerakan Mahasiswa 
#ReformasiDikorupsi pada 2019. Saat itu, ribuan mahasiswa 
di berbagai kota turun ke jalan menolak revisi Undang-
Undang KPK dan sejumlah rancangan undang-undang yang 
dianggap melemahkan demokrasi. Gerakan ini dimotori 
oleh jaringan BEM se-Indonesia dan organisasi mahasiswa 
lintas kampus. Advokasi dilakukan melalui aksi damai; 
pernyataan sikap, konsolidasi nasional, serta kampanye 
masif di media sosial dengan tagar #ReformasiDikorupsi. 
Meskipun tidak semua tuntutan berhasil dikabulkan, 
Gerakan ini menunjukkan bahwa kaum muda mampu 
membangun tekanan publik nasional dan mengawal isu 
kebijakan secara kolektif.
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Aktivitas Peserta

Aktivitas 1: Memahami Advokasi  
sebagai Praktik Demokrasi  
Sehari-hari

Metode: 

Refleksi individu + diskusi kelas

Langkah Aktivitas:

1.	 Peserta menuliskan dua kebijakan publik yang paling 
terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 
(misalnya sekolah, transportasi, sampah, kesehatan, 
bansos).

2.	 Peserta memilih satu kebijakan yang menurutnya 
bermasalah atau perlu diperbaiki.

3.	 Diskusikan bersama: mengapa kebijakan itu penting, 
siapa yang terdampak, dan apa akibatnya jika tidak 
diperbaiki.

menit
15

Tujuan:

Menghubungkan konsep 
advokasi dengan pengalaman 
nyata peserta sebagai warga.

Output peserta:

Daftar dua kebijakan + 
satu isu pilihan beserta 
alasan singkat. 

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
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Aktivitas 2 : Mengklasifikasikan  
Advokasi Litigasi dan Non-litigasi

Metode: 

Kerja kelompok (card sorting)

Langkah Aktivitas:

1.	 Fasilitator menyediakan daftar bentuk advokasi berikut 
(bisa berupa kartu):

•	 Uji materi ke Mahkamah Konstitusi

•	 Gugatan ke pengadilan

•	 Pendampingan hukum warga

•	 Petisi online/offline

•	 Audiensi dengan DPRD atau dinas

•	 Kampanye media sosial

•	 Aksi damai

•	 Liputan media dan konferensi pers

2.	 Kelompok mengelompokkan mana yang termasuk 
litigasi dan mana yang non-litigasi.

3.	 Kelompok mendiskusikan: kapan litigasi lebih tepat, 
kapan non-litigasi lebih efektif.

menit
20

Tujuan:

Membantu peserta memahami 
dua jalur advokasi dan kapan 
keduanya saling melengkapi.

Output peserta:

Tabel klasifikasi + 2 
alasan pemilihan jalur.
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KESIMPULAN



74 — Modul 4

Topik 1: Analisis Informasi & Pengambilan 
Keputusan Berbasis Data

Data adalah fondasi keputusan publik yang rasional dan 
akuntabel, karena membantu menjelaskan skala masalah, 
menentukan prioritas kebijakan, serta mengevaluasi apakah 
kebijakan berhasil atau gagal secara terukur.

Membaca data harus selalu disertai pemeriksaan 
sumber, waktu, dan konteks, sebab data tidak pernah 
berdiri sendiri dan bisa menghasilkan kesimpulan 
keliru jika dilepas dari realitas sosial-lokal.

Literasi data dan berpikir kritis melindungi warga dari 
manipulasi informasi. Ini karena warga menjadi mampu 
mengenali bias narasi, kesalahan interpretasi, serta memilih 
solusi yang paling bertanggung jawab melalui tahapan 
berpikir kritis yang sistematis.
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Topik 2: Public Speaking & Penyampaian 
Argumentasi

Kemampuan berbicara dan berargumen adalah 
alat partisipasi demokratis yang substantif karena 
demokrasi bukan hanya “boleh bersuara”, tetapi juga 
“mampu menyampaikan aspirasi agar didengar dan 
dipertimbangkan.”

Argumen yang kuat ditentukan oleh struktur dan bukti, 
bukan emosi atau popularitas. Untuk itu, warga perlu 
membangun klaim yang jelas, alasan yang logis, bukti 
yang relevan, serta kesimpulan/ajakan yang terarah.

Komunikasi demokratis menuntut etika dalam proses dialog, 
termasuk di ruang digital. Ini agar perbedaan pendapat 
tidak berubah menjadi serangan personal, polarisasi, atau 
perundungan. Dialog harus menjadi pertukaran gagasan 
yang bermartabat dan produktif.

KESIMPULAN
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Topik 3: Negosiasi & Resolusi Konflik

Konflik adalah bagian alami dari demokrasi, yakni muncul 
dari perbedaan kepentingan dan pandangan. Hal yang 
menentukan kualitas demokrasi bukan ada/tidaknya konflik, 
tetapi cara mengelolanya secara adil dan damai.

Negosiasi dan resolusi konflik yang efektif berangkat 
dari kepentingan, bukan posisi menang-kalah. 
Oleh karena itu, prosesnya membutuhkan sikap 
saling menghormati, keterbukaan, kemauan untuk 
mendengarkan secara aktif, dan orientasi pada solusi 
bersama.

Pendekatan non-kekerasan (dialog, mediasi, musyawarah, 
kesepakatan) memperkuat kepercayaan sosial, karena 
mencegah eskalasi konflik, membuka jalan kompromi, serta 
menjaga ruang demokrasi tetap inklusif dan beradab.
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Topik 4: Advokasi Kebijakan Publik

Demokrasi tidak berhenti pada pemilu karena warga perlu 
terus terlibat mengawal kebijakan publik agar lebih adil, 
inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Itulah fungsi 
advokasi dalam demokrasi.

Advokasi adalah praktik demokratis yang sah dan bisa 
ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (jalur 
hukum) dan non-litigasi (kampanye publik, petisi, 
audiensi, aksi damai, media), yang sering kali efektif 
jika dikombinasikan.

Advokasi yang berdampak membutuhkan strategi yang 
terencana (isu–aktor–strategi) dan komunikasi publik yang 
kuat – termasuk kemampuan membangun dukungan, 
menyusun pesan sederhana tapi kuat, serta menjaga 
konsistensi tekanan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN
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SELF 
ASSESSMENT
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Kerjakan self-assessment berikut secara mandiri untuk 
mengukur pemahaman dan refleksi setelah mempelajari 
Modul 4: Keterampilan Demokratis. Pengerjaan soal 
ini tidak memandang jawaban benar atau salah untuk 
bagian refleksi, yang dinilai adalah ketepatan alasan, 
keterhubungan dengan materi, dan kedalaman pemikiran.

Pilih satu isu publik yang pernah kamu temui (misalnya 
isu pemilu, kebijakan sekolah/kampus, layanan publik, 
atau perdebatan di media sosial). Jelaskan bagaimana 
kamu biasanya mengambil sikap terhadap isu tersebut. 
Setelah mempelajari topik ini, refleksikan: data 
seperti apa yang seharusnya kamu cari, bias apa yang 
mungkin memengaruhi penilaianmu, dan bagaimana 
keputusanmu akan berubah jika menggunakan tujuh 
langkah berpikir kritis secara lebih disiplin.

Ceritakan satu momen ketika kamu ingin menyampaikan 
pendapat di ruang publik (diskusi kelas, rapat organisasi, 
audiensi, atau media sosial), tetapi suaramu tidak terdengar 
atau tidak berpengaruh. Refleksikan: bagian mana dari 
struktur argumenmu yang lemah (klaim–alasan–bukti–
kesimpulan), bagaimana peran cara penyampaian (intonasi, 
bahasa, gestur, pilihan kata), dan apa yang akan kamu 
lakukan secara berbeda agar pendapatmu lebih jelas, etis, 
dan persuasif tanpa menyerang pihak lain.

Pilih satu konflik yang pernah kamu alami atau 
saksikan (di organisasi, sekolah/kampus, keluarga, 
komunitas, atau ruang digital). Jelaskan bagaimana 
konflik itu berkembang dan apa dampaknya. Setelah 
memahami topik ini, refleksikan: kepentingan apa 
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yang sebenarnya bertabrakan, apakah konflik lebih 
dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketimpangan, atau 
perbedaan nilai, dan langkah konkret apa yang bisa 
kamu lakukan untuk mendorong dialog, mediasi, atau 
kompromi yang adil.

Pilih satu kebijakan yang paling kamu rasakan dampaknya 
dan menurutmu perlu diperbaiki. Refleksikan: mengapa isu 
itu penting, siapa yang paling terdampak, dan perubahan 
apa yang kamu inginkan. Lalu jelaskan strategi advokasi 
yang realistis dengan kerangka isu–aktor–strategi: siapa 
pihak yang punya kewenangan, siapa sekutu yang mungkin 
membantu, dan apakah kamu akan memilih jalur litigasi, 
non-litigasi, atau kombinasi, beserta alasan dan bentuk 
komunikasinya.

Setelah mengikuti seluruh materi platform pendidikan 
Perludem (Modul 1–4), bagaimana pandangan dan 
pengalaman belajarmu secara keseluruhan? Apa yang 
paling membantumu memahami dan mempraktikkan 
demokrasi? Apa yang paling menghambat atau 
kurang relevan? dan masukan kritis apa yang ingin 
kamu berikan agar materi, metode, serta aktivitas 
pembelajarannya menjadi lebih jelas, inklusif, menarik, 
dan berdampak bagi generasi muda?

SELF ASSESSMENT
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GLOSARIUM
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A
Advokasi Tindakan pembelaan atau upaya untuk 

memengaruhi kebijakan demi kepentingan 
masyarakat atau kelompok tertentu.

Akar konflik Latar belakang atau penyebab mendasar yang 
membuat suatu konflik dapat terjadi.

Akuntabel Keadaan di mana suatu tindakan atau keputusan 
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Algoritma 
media sosial

Sistem otomatis yang digunakan oleh platform 
media sosial untuk menyortir, menyaring, dan 
merekomendasikan konten kepada pengguna 
berdasarkan perilaku, minat, dan interaksi 
mereka.

Argumentasi Alasan yang digunakan untuk mendukung atau 
menentang suatu pendapat, pendirian, atau 
gagasan.

Aspirasi Keinginan, harapan, atau tujuan kuat untuk 
mencapai sesuatu yang lebih baik.

Asumsi Dugaan atau anggapan yang diterima sebagai 
kebenaran meskipun belum tentu terbukti.

Audiensi Pertemuan resmi untuk didengar pendapatnya 
atau sekadar kunjungan untuk berkomunikasi 
dengan pihak tertentu.

B
Bias Kecenderungan untuk mendukung atau 

menentang suatu hal, orang, atau kelompok 
secara tidak adil atau subjektif.

Birokrasi Struktur dan tata cara kerja lembaga pemerintah 
yang menjalankan peraturan serta layanan 
publik.
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D
Daftar pemilih Kumpulan data nama warga negara Indonesia 

(WNI) yang telah memenuhi syarat secara hukum 
untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Daring Singkatan dari "dalam jaringan": terhubung 
melalui jejaring komputer, internet, dan 
sejenisnya.

Demokrasi Pandangan hidup atau sistem pemerintahan 
yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, 
serta partisipasi rakyat dalam pengambilan 
keputusan.

Demokrasi 
prosedural

Sistem demokrasi yang fokus pada pemenuhan 
persyaratan formal, seperti terselenggaranya 
pemilu secara rutin.

Demokrasi 
substantif

Sistem demokrasi di mana pemerintah benar-
benar tanggap dan mewujudkan aspirasi serta 
kepentingan rakyat secara nyata.

Disinformasi Penyebaran informasi salah yang dilakukan secara 
sengaja untuk mengelabui atau memengaruhi 
opini publik.

E
Efisien Kemampuan mencapai tujuan dengan 

penggunaan waktu, tenaga, atau biaya yang 
tepat dan tidak berlebihan.

Elite politik Kelompok kecil orang yang memiliki pengaruh, 
kekayaan, atau status sosial tinggi sehingga 
memegang kendali kekuasaan politik yang lebih 
besar.

Evaluasi Proses pengumpulan data dan pengamatan 
untuk mengukur dampak, efektivitas, serta 
kesesuaian suatu program dengan tujuan yang 
ditetapkan.

GLOSARIUM



86 — Modul 4

F
Fasilitator Seseorang yang membantu mempermudah dan 

mendukung jalannya suatu proses atau kegiatan 
agar tujuan kelompok dapat tercapai.

Forum dialog sarana untuk mengadakan diskusi untuk 
mencapai pemahaman bersama atau bertukar 
pendapat secara bebas

I
Identifikasi Proses penentuan atau penetapan identitas dan 

karakteristik dari suatu hal atau orang.

Ilmiah Sesuatu yang bersifat objektif, faktual, dan 
disusun berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan.

Inklusif Sikap atau pendekatan yang berusaha 
melibatkan dan mengakomodasi semua pihak 
tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Informasi 
publik

Seluruh keterangan atau data yang dihasilkan 
dan dikelola oleh lembaga negara yang wajib 
dibuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Interpretasi Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan 
teoretis terhadap suatu objek; tafsiran.

Isu publik Permasalahan kolektif masyarakat yang dianggap 
memerlukan perhatian serta tindakan kebijakan 
dari otoritas publik berdasarkan kesadaran 
bersama.

J
Jalur legal Prosedur penyelesaian masalah yang dilakukan 

melalui mekanisme hukum resmi atau 
pengadilan (litigasi).
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K
Kampanye Kegiatan terorganisasi untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat terhadap orang, posisi, 
atau gagasan tertentu.

Kebijakan 
publik

Keputusan atau rangkaian tindakan yang diambil 
oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 
masyarakat luas.

Kehidupan 
publik

Segala aspek aktivitas manusia yang berlangsung 
di ruang terbuka dan melibatkan interaksi 
dengan masyarakat umum maupun negara.

Keputusan 
publik

Ketetapan yang diambil oleh otoritas berwenang 
setelah mempertimbangkan kepentingan umum, 
masyarakat, atau negara.

Kesetaraan Kondisi di mana setiap individu atau kelompok 
memiliki tingkat, hak, dan akses terhadap sumber 
daya yang adil dan sama.

Keterampilan 
demokratis

Kemampuan seseorang dalam berpikir dan 
bertindak dengan menjunjung persamaan hak, 
menghargai perbedaan, serta berpartisipasi aktif 
dalam keputusan bersama.

Ketidakadilan 
struktural

Kondisi ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem, 
kebijakan, atau norma masyarakat menyebabkan 
kelompok tertentu terus-menerus dirugikan.

Ketimpangan Kondisi ketidakseimbangan atau perbedaan yang 
mencolok antara satu pihak dengan pihak lain 
biasanya terkait ekonomi atau akses sosial.

Kekuasaan Kemampuan atau wewenang suatu pihak 
untuk memengaruhi atau membuat pihak lain 
bertindak sesuai ydengan ang diinginkan.

Kolektif Dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok 
atau masyarakat sebagai satu kesatuan.

GLOSARIUM
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Kompromi Persetujuan yang dicapai melalui jalan damai 
dengan cara masing-masing pihak saling 
mengurangi tuntutan demi meredakan 
perselisihan.

Konferensi pers Pertemuan yang diadakan untuk memberikan 
pengumuman resmi atau penjelasan kepada 
media massa oleh tokoh atau lembaga.

Konfrontatif Sikap atau perilaku yang cenderung menentang, 
agresif, atau memicu pertengkaran secara 
langsung.

Konsekuensi Hasil, dampak, atau efek yang timbul dari suatu 
perbuatan atau keputusan.

Konstruktif Sifat yang membangun, memperbaiki, atau 
memberikan dampak positif.

Konteks sosial-
politik

Situasi menyeluruh yang mencakup kondisi 
masyarakat (budaya, norma, struktur) dan 
dinamika kekuasaan (kebijakan, hukum) yang 
melatarbelakangi suatu peristiwa atau keputusan.

Kontekstual Suatu hal yang berhubungan atau sesuai dengan 
latar belakang, situasi, dan lingkungan yang ada.

L
Laten Sesuatu yang sifatnya tersembunyi, terpendam, 

atau tidak terlihat, namun berpotensi muncul 
(biasanya terkait konflik).

Legitimasi Pengakuan atau dasar hukum yang membuat 
suatu tindakan, kekuasaan, atau keputusan 
dianggap sah oleh masyarakat.

Literasi data Kemampuan untuk membaca, memahami, 
menganalisis, dan berkomunikasi menggunakan 
data sebagai landasan informasi.

Litigasi Proses penyelesaian sengketa hukum melalui 
jalur pengadilan.
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M
Mahkamah 
Konstitusi

Lembaga tinggi negara yang bertugas mengadili 
perkara terkait konstitusi, termasuk menguji 
undang-undang terhadap UUD.

Mekanisme Cara kerja, prosedur, atau urutan langkah-langkah 
dalam menjalankan suatu sistem atau fungsi.

Mediasi Cara penyelesaian konflik melalui bantuan pihak 
ketiga yang netral sebagai penengah untuk 
mencapai kesepakatan.

Medium Sarana atau alat perantara untuk menyampaikan 
pesan atau informasi.

N
Negosiasi Proses interaksi tawar-menawar melalui 

perundingan untuk mencapai kesepakatan 
bersama antara pihak yang berbeda kepentingan.

Netral Sikap tidak memihak atau tidak condong kepada 
salah satu pihak yang sedang berselisih.

Non-litigasi Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di 
luar jalur pengadilan, seperti melalui mediasi atau 
musyawarah.

Norma Aturan atau kaidah yang mengikat dan menjadi 
pedoman perilaku bagi anggota kelompok dalam 
masyarakat.

O
Objektif Penilaian berdasarkan fakta dan keadaan yang 

sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh perasaan 
atau pendapat pribadi.

Otoriter Gaya kepemimpinan atau sistem yang menuntut 
kepatuhan mutlak dan tidak mengikuti prinsip-
prinsip demokrasi.

GLOSARIUM
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P
Partisipasi Keterlibatan atau keikutsertaan aktif seseorang 

dalam suatu kegiatan, proses pengambilan 
keputusan, atau program masyarakat.

Pemantau 
pemilu

Pihak independen yang bertugas mengawasi 
jalannya pemilu agar tetap jujur, adil, dan sesuai 
aturan yang berlaku.

Pemilu Singkatan dari pemilihan umum; sarana bagi 
rakyat untuk memilih wakil atau pemimpinnya 
secara langsung.

Personal Sesuatu yang bersifat pribadi atau berkaitan erat 
dengan diri individu tertentu.

Persuasif Sifat membujuk atau meyakinkan orang lain 
secara halus agar mereka mengikuti kemauan 
atau ide tertentu.

Petisi Surat permohonan atau tuntutan resmi yang 
ditandatangani oleh banyak orang dan ditujukan 
kepada pemerintah atau otoritas.

Polarisasi Proses pembelahan masyarakat ke dalam dua 
kutub atau kelompok yang saling bertentangan 
secara tajam.

Prinsip 
demokrasi

Nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi demokrasi, 
seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan 
perlindungan hak asasi.

R
Rasional Tindakan atau pemikiran yang berdasarkan 

pertimbangan logis dan akal sehat.

Realitas lokal Pengetahuan, nilai, dan strategi kehidupan yang 
tumbuh dan dipegang teguh oleh masyarakat di 
suatu wilayah tertentu.

Regulasi 
kampanye

Kumpulan peraturan yang mengatur tata cara 
pelaksanaan kampanye agar berjalan tertib dan adil.
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Relasi Hubungan timbal balik antara dua pihak atau 
lebih, baik antarindividu maupun antarkelompok.

Resolusi konflik Proses penyelesaian perselisihan atau perbedaan 
pendapat secara damai agar tercapai situasi yang 
saling menguntungkan.

Retorika Seni atau kemampuan menggunakan bahasa 
secara efektif dan estetis untuk menyampaikan 
gagasan serta memengaruhi pendengar.

S
Sistem digital Sistem pengolahan informasi yang berbasis pada 

teknologi komputer dan simbol angka diskret.

Sosialisasi Proses penyebaran informasi atau penanaman 
nilai kepada masyarakat agar mereka paham dan 
menyadari suatu hal.

Stunting Masalah kurang gizi kronis pada anak 
mengakibatkan gangguan pertumbuhan 
sehingga tinggi badan tidak sesuai dengan 
usianya.

T
Tekanan politik Tindakan dari pihak tertentu untuk memengaruhi 

atau memaksa pembuat kebijakan agar 
mengikuti kemauan mereka.

Tekanan publik Kekuatan kolektif dari masyarakat luas untuk 
mendesak pemerintah atau organisasi agar 
bertindak sesuai norma dan keadilan.

Terdigitalisasi Proses peralihan atau penggunaan sistem 
komputer dalam suatu aktivitas yang sebelumnya 
bersifat manual.

Terprovokasi Kondisi di mana seseorang merasa terpancing 
atau terpengaruh oleh pihak lain untuk 
melakukan tindakan tertentu.

GLOSARIUM
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U
Uji materi Proses pengujian oleh lembaga yudikatif 

untuk menentukan apakah suatu peraturan 
bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Universal Sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk 
semua orang di mana pun tanpa terkecuali.
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